
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

Menimbang

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
lingkungan instansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah
sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
dengan terlebih dahulu membentuk Panitia Seleksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Panitia Seleksi
Pengisian Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
29071;

2. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 20O1 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagr Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimala telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O 16 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahal atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemeriltah....... / 3
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9. Peraturan Pemerintah Nomor I 1 Tahun 20 17 tentang
MalajemenPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor I 1 Tahun 20 17 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daera-h (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan [€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaal, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Frovinsi Papua (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67311;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan
Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Da-lam Negeri Nomor l2O Tahun 20f 8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahurl 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor
1781);
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MEMUTUSTiAN:

Membentuk Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan
Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
l,ampiran Keputusan ini.
Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
mempunyai tugas melaksanakan proses pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Papua Tengah.

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertanggung Jawab dan melaporkan pelaksanaan
rugasnya kepada fi. Gubernur Papua Tengah.

Panitia Seleksi sebagaimana dimalsud dalam Diktum
KESATU bekerja sampai dengan dilantiknya Pejabat
Terpilih.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada targgal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 6 April 2O23

Pj. GUBERNUR PAPUA TENOAH,
cAP/TTD

RIBKA HALUK
a

U M,

NI, SH, M.Si
02 199610 1 001

Kc ut kc ada th:
Menteri Penday
.Jakarta;

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di

2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. INSPEKTUR Frovinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.
7. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

I

ini di

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2O2O tanggal 22
April 2O2O tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di
Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease
2019 (Covid-19);



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR :59 TAHUN 2023
TANGGAL:6 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NAMA DAN JABATAN JAEIATAN DAI"AM
PANITI.A

Valentinus Sudarjanto Sumito, S.lP, M.Si1
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Sekretaris Daerah Provinsi Pa Te
Dian Andy Permana, M.Si

Biro waian Set Kemen

Drs. Makmur Marbun, M.Si
(Direktur Produk Hukum Daerah pada Ditjen
otonomi f)aerah Kemendagri)

Ketua merangkap

Anggota

PJ. GUBERNUR PAPUA TENCAH,
cAP/Tm

RIBKA HALUK

NIP. 19

AS lin
UK

t
, SH, M.Si

1996 10 1 001

NO
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) Sekretaris merangkap
anggota

., Drs. Arsan Latil M.Si
(Inspektur IV pada Itjen Kemendagri)

Anggota

4 Dr. Hyronimus Rowa, M.Si
(Wakil Rektor Bidang Akademik pada IPDN
Kemendagril

Anggota


